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ABSTRACT

Accreditation of study programs and universitiesti very valuable for students, especially
for continuing careers after studying in collegearidus agencies require study program
accreditation scores to be able to participatehin gelection of job vacancies. Students who
initially register at a university with good accitation, do not have a guarantee that when they
graduate their study program accreditation doesdeatrease. Meanwhile, the accreditation
value used is the accreditation value at the tifrgraduation from the university. Therefore, the
position of students is very vulnerable to be harbg changes in the value of accreditation,
especially those changes caused by education maeagerrors. It is necessary to clarify the
legal position of each party so that it is cleaiovidhresponsible and what legal remedies can be
taken. This research was conducted using a noren@ivdical method with a statutory and
conceptual approach. The results of this studytfaestudents can file a lawsuit for unlawful
acts at the District Court or a lawsuit Onrechtg@tDverheidsdaad at the State Administrative
Court.
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PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia setnjadi prioritas dan
mendapat perhatian yang cukup besar di negara yergrapkan tanggung jawab
terhadap warganya (welfare staat). Kesadaran akaningnya pendidikan untuk
eksistensi keberadaan suatu bangsa dan negaraigaggalepas dari perkembangan
zaman. Model penjajahan yang bergeser dari bentmkajahan fisik ke penjajahan
ekonomi dan budaya mengharuskan suatu bangsa dmranenembekali generasi
penerusnya dengan pendidikan yang cukup, baik gikadi kewarganegaraan untuk
menjaga karakter dan budaya bangsa, maupun peadid#knologi dan manajemen
untuk menghadapi pasar global.

Sebagai suatu sistem, pendidikan dimulai dari seggakk mulai mampu
berinteraksi dengan orang lain, yang dalam bahasarudisebut sebagi pendidikan
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anak usia dini. Pendidikan kemudian berlanjut kekat dasar atau biasa disebut
sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertaakalaB menengah atas, dan
pendidikan tinggi.

Indonesia menempatkan pendidikan dalam konstitasthyPasal 31 UUD NRI
Tahun 1945 yang menyebutkan (1) Setiap warga ndgateak mendapat pendidikan,
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidildasar dan pemerintah wajib
membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan tesggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanankggakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehiduan bangsa, yaty dengan undang-undang, (4)
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekiaragngnya dua puluh persen
dari anggaran pendapatan dan belanja negara sataamgaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelesmyaendidikan nasional, (5)
pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknaleggan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk keangperadaban serta kesejahteraan

umat manusia.

Pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikdasar dan pendidikan
menengah mendapat perhatian yang sedikit berbedak&arakteristiknya dalam hal
kebebasan mimbar akademik dan otonomi perguruggitiPendidikan tinggi sebagai
pendidikan yang tidak masuk dalam program wajikajaeldi Indonesia, menjadikan
pendidikan tinggi sebagai sebuah pilihan yang dalenbil atau tidak oleh warga
negara. Peran pemerintah dalam pendidikan tinggahdsebagai penyelenggara utama
dengan mendirikan perguruan tinggi negeri, bailamiabentuk universitas, institut,
sekolah tinggi, politeknik, atau akademi. Selam fpemerintah juga berperan dalam
menetapkan standar-standar pendidikan tinggi yargshdipenuhi dan dilaksanakan
oleh perguruan tinggi.

Mengingat kondisi geografis Indonesia dan jumlahdoeluknya yang banyak,
selain perguruan tinggi negeri, pemerintah juga méwm peluang kepada masyarakat
untuk mendirikan perguruan tinggi guna memenuhuketan pendidikan tinggi warga
negara. Sampai dengan tahun 2017 perguruan tirgggrn(PTN) jumlahnya 122,
sedangkan perguruan tinggi yang didirikan masydrakau yang disebut perguruan
tinggi swasta (PTS) jumlahnya 3.154. Peran masgansng demikian besarnya dalam
menyelenggarakan pendidikan tinggi mendorong penatriuntuk menetapkan standar
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yang dapat menjamin kualitas pendidikan yang diaeritermasuk syarat minimal
sarana pembelajaran, materi, metode, jumlah ddsglifikasi dosen, rasio jumlah

dosen dan jumlah mahasiswa, dan sebagainya.

Jumlah tersebut selain dipengaruhi oleh kondisggees Indonesia, juga tidak
terlepas dari faktor ekonomi. Biaya pendidikan gingang cukup besar menyebabkan
banyak pihak yang kemudian tertarik menjadikan pbkan tinggi sebagai sebuah
bisnis, meskipun dalam peraturan perundang-undardisebutkan bahwa badan
penyelenggara perguruan tinggi harus berprinsilabar atau tidak berorientasi pada
keuntungan sebagaimana perusahaan-perusahaan madmya’ Pembuktian bahwa
pendidikan dijadikan sebagai lahan bisnis memadt@ktmudah, banyak celah hukum
yang dimanfaatkan untuk menyimpangi ketentuan pexat perundang-undangan

sehingga pelakunya tidak dapat ditindak secararmuku

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistendii&an Nasional,
memberikan otonomi keilmuan kepada perguruan tjregggta otonomi untuk mengelola
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan penditiiggi, penelitian ilmiah, dan
pengabdian kepada masyarakat. Sebdgaispecialis Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutny@gelit Undang-Undang
Pendidikan Tinggi) memberikan kewenangan kepadaarbapenyelenggara yang
berbentuk badan hukum untuk mengatur otonomi peegutinggi melalui statuta yang

ditetapkannya dengan tetap mengikuti ketentuamdpkraturan perundang-undangan.

Intervensi pemerintah diwujudkan dalam penentuandstr pendidikan tinggi
melalui Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan tpeaa pelaksananya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentaangd&t Nasional Pendidikan, dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nombal®in 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebutCa@KTI).

Dengan penetapan standar pendidikan oleh pemerintedka PTS yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mengiketentuan tersebut dengan cara
memenuhi atau apabila mampu dapat melampauinyaDI8NI dievaluasi oleh suatu

badan yang dinamakan Badan Akreditasi NasionaluPeag Tinggi (BAN PT) yang

! Indonesia membedakan antara pendidikan formairrimdl, dan nonformal. Dalam pendidikan formal
pengaturannya diatur secara detail karena pendiditanal dianggap sebagai tulang punggung penopang
hak konstitusional warga negara terhadap pendidikag tidak boleh dikomersialisasi.
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secara periodik setiap lima tahun melakukan persasik laporan pelaksanaan proses
pembelajaran dan pemenuhan standar lain. BAN PTQevatuasi perguruan tinggi dan
program studi dalam perguruan tinggi yang dibantila ppleh Lembaga Akreditasi
Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) serta memberikgeringkat atas capaian
perguruan tinggi dan program studi dalam mementdmdsr berupa akreditasi A
(Unggul), akreditasi B (Baik Sekali), akreditas{Baik), dan tidak terakreditasi. Suatu
program studi yang tidak terakreditasi tidak bofeénerima pendaftaran mahasiswa
baru atau meluluskan mahasiswa yang sudah dalasegpbelajar.

Perolehan nilai dalam akreditasi menjadi prestasi kebutuhan tersendiri bagi
program studi. Program studi dengan nilai A (Unggidlan menjadi program studi yang
diminati banyak mahasiswa. Sebaliknya, programisgadg nilainya C (Baik) akan
sepi peminat. Hal tersebut tidak terlepas dari gekisf dunia kerja yang masih
mengandalkan nilai akreditasi suatu program steldagai ukuran baik tidaknya proses
belajar pada pendidikan tinggi, selain indeks asdtumulatif (IPK) dalam transkrip
dari masing-masing lulusan. Seleksi penerimaan vp&gaegeri selalu memberikan
persyaratan bahwa calon pegawai negeri harus tldtsprogram studi yang minimal
terakreditasi B (Baik Sekali). Hal serupa jugaddrjpada pengajuan kenaikan jabatan
akademik dosen maupun pengajuan kenaikan pangkgawpe negeri, dimana
pendidikan yang dihitung angka kreditnya hanya yla@@sal dari program studi yang
minimal terakreditasi dengan nilai B (Baik SekaBPada perusahaan swasata, nilai
akreditasi program studi tidak menjadi penilaiaam#, mayoritas perusahaan swasta
menilai calon pekerjanya dengan penguasaan kongdeteknik sesuai kebutuhan
perusahaan, sementara nilai akreditasi hanya sgb&ganjang.

Mahasiswa sebagai peserta didik pada perguruagitmgnjadi pihak yang
sangat rentan terhadap ketidakpatuhan atau ke@islak®mn perguruan tinggi,
khususnya PTS, dalam melaksanakan pendidikan. iPosisdiperparah dengan
kedudukan perguruan tinggi yang bukan sebagai bhdkam, sehingga pembebanan
tanggung jawab terhadap pemenuhan standar yarigptkiée pemerintah menjadi bias,
apakah dibebankan kepada individu pengurus pergurtinggi atau badan
penyelenggara perguruan tinggi yang menaungi pssmadéie dan memiliki otonomi

dalam pembentukan perguruan tinggi. Muara dardk&patuhan atau tidak tercapainya
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adelaenurunnya nilai akreditasi
program studi atau nilai akreditasi perguruan tingg

Dari latar belakang tersebut, maka isu hukum yakgn aditeliti adalah
perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang progtadi atau perguruan tingginya
mengalami penurunan nilai akreditasi, termasuk apaykum yang dapat dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangu€iléndonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitiarkumi normatif dengan
menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatatugzer perundang-undangan
(statute approach pendekatan konseptuatofpseptual approagh dan pendekatan
kasus €ase approach untuk memperoleh preskripsi dari isu hukum yaetph

dirumuskan

PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Mahasiswa dalam Konteks Hukum Perlindungan

Konsumen

Terdapat dua pendapat terkait pertanyaan apakayelpeggaraan pendidikan
termasuk dalam lingkup hukum perlindungan konsumatew tidak. Pendapat pertama
mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan, daEmini pendidikan tinggi
termasuk dalam lingkup hukum perlindungan konsurdengan dasar argumentasi
bahwa definisi ‘konsumen’ dalam Pasal 1 angka 2ddgdJndang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang tdan/msa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingansendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidalkukrdiperdagangkan”

Dengan definisi konsumen tersebut maka setiap goantpkai barang dan/atau
jasa yang tidak untuk diperdagangkan, artinya bsedragai distributor, disebut sebagai
konsumen. Keterpenuhan terhadap definisi tersedmitinya tidak menjadikan setiap
konsumen dapat dilindungi oleh Undang-Undang Réutigan Konsumen, tetapi perlu
juga dilihat definisi ‘pelaku usaha’ sebagai pengdthrang dan/atau jasa yang dipakai

oleh konsumen.
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Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19&8ng Perlindungan
Konsumen memberikan definisi pelaku usaha sebagkiu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseoranganbatian usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hy&omdidirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalanyatilaukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasaw@alui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaigoaknomi”

Atas dasar kata ‘berbagai bidang ekonomi’ dalamingef pelaku usaha
tersebutlah pendapat kedua mendasarkan argumepeasiapat kedua ini mendalilkan
bahwa pendidikan tidak termasuk dalam usaha bid&ogomi dikarenakan terdapat
perbedaan tujuan antara usaha dalam bidang ekow@mgan penyelenggaraan
pendidikan. Dalam usaha bidang ekonomi tujuan utgmadalah memperoleh laba,
sementara penyelenggaraan pendidikan tujuan utantarkan memperoleh laba, tetapi
lebih kepada tujuan sosial yaitu mencerdaskan kehid bangsa sebagaimana termuat

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repaofibkesia Tahun 1945.

Tidak mudah untuk menentukan suatu lembaga itwijo@rt memperoleh laba
atau tidak. Pembedaan tersebut tidak cukup hanygade melihat bentuk badan
hukumya saja. Meskipun badan penyelenggara perdidikggi berbentuk yayasan
yang dikatakan sebagai badan hukum nirlaba sebagairerlihat dalam Pasal 3 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayagang menyebutkan
“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan as&pada Pembina, Pengurus, dan
Pengawas” tetapi dalam Pasal 5 Undang-Undang NdBoiahun 2004 tentang
Perubahan Undang-Undang Yayasan menyebutkan:

(1) “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, malkpekayaan lain yang
diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang itayaaig dialihkan atau
dibagikan secara langsung atau tidak langsung, dealikm bentuk gaji, upah,
maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapataiidengan uang kepada
Pembina, Pengurus dan Pengawas.

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksia ggat (1), dapat
ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Re&hguenerima gaji,
upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengandiri, Pembina, dan
Pengawas; dan
b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langaarmeduh.

(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorariungagbana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai kemamipeleayaan Yayasan”

870



;- HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 2, 2022

Dengan ketentuan norma sebagaimana dalam Undargagndayasan, maka
badan penyelenggara pendidikan tinggi yang berkeydyasan adalah penyelenggara
badan usaha dan pengurusnya tetap berhak mempgagletpah, atau honorarium.

Terkait dengan pertanyaan apakah pendidikan masil&mdruang lingkup
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat kitisehapakah para pihak yang
terlibat dalam pendidikan dapat masuk sebagai pillazkm ruang lingkup Perlindungan
Konsumen. Pertama adalah apakah mahasiswa dapstgbkikan sebagai konsumen?.
Menjawab pertanyaan tersebut dapat dirujuk Pasahngka 2 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Dalam definisi konsumen, asialva sebagai pemakai jasa
yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan sdediu dapat masuk di dalamnya.
Pertanyaan kedua adalah apakah perguruan tinggbatian penyelenggara perguruan
tinggi dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha&hjévab pertanyaan tersebut dapat
dirujuk Pasal 1 angka 3. Terdapat dua unsur yang pleuji, pertama adalah apakah
perguruan tinggi termasuk sebagai badan usahaalkathlah apakah usaha pendidikan

termasuk dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 rtgnt¥ayasan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N@®orahun 2004 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tent@gsan (selanjutnya
disebut Undang-Undang Yayasan), maka perguruamitiadalah badan usaha dari
suatu yayasan, mengingat yayasan tidak boleh dipak@n secara langsung sebagai
badan usaha, tetapi harus membentuk suatu badander untuk mewujudkan maksud
dan tujuan dibentuknya yayasan. Dengan ketentusmeligt, maka jelas perguruan

tinggi adalah badan usaha.

Menjawab pertanyaan kedua, apakah usaha penditBkarasuk dalam bidang
ekonomi, maka dapat dirujuk dari pengertian danlementasinya di Indonesia.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonemaitibilmu tentang asas-asas
produksi, distribusi, dan pemakaian barang-baraegaskekayaan (seperti hal
keuangan, perindustrian, dan perdagarfya®ementara dari implementasinya di
Indonesia, ekonomi selalu dipisahkan dari pendidikarena keduanya memiliki ruang

lingkup masing-masing. Sebagai contoh dalam kasstit ketentuan mengenai

2 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi
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pendidikan ada pada Bab XIII, sementara ketentuangenai ekonomi ada pada Bab
XIV. Dengan pembedaan pengaturan dalam konstiassebut, tentunya akan diikuti
dengan pembedaan pada peraturan perundang-undéirgamahnya.

Apabila dilihat dari dua argumentasi tersebut, makgumentasi kedua yakni
argumentasi yang menyatakan bahwa pendidikan tefakasuk dalam ruang lingkup
Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih kuatldhin berdasar dibandingkan
dengan argumentasi pertama yang menyatakan bahmdidg@n termasuk dalam

ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan M ahasiswa dalam Konteks Hukum Perikatan
Sebagaimana diketahui dari Pasal 1233 Kitab Undardpng Hukum Perdata

(KUHPerdata) bahwa perikatan dapat lahir dari pgga atau dari undang-undang.
Dalam konteks hubungan hukum antara mahasiswa depgayuruan tinggi perlu
ditelaah kembali apakah perikatan tersebut lahir dadang-undang atau lahir dari
persetujuan. Perikatan yang lahir dari undang-ugdiinedakan menjadi dua, pertama
perikatan yang lahir dari undang-undang saja, kexuéatan yang lahir dari undang-
undang akibat perbuatan manusia baik itu perbugdag sesuai hukum maupun yang
melanggar hukum. Apabila melihat ketentuan wajittajpe dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Makigerta Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, makadjkkan tinggi tidak termasuk
dalam program wajib belajar karena program wajibjae hanya sampai dengan tingkat
Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah TsatmwMTs). Dengan
demikian hubungan hukum yang terjadi antara malasidengan perguruan tinggi

bersumber dari perjanjian.

Di Indonesia suatu perjanjian tunduk pada ketenBigu 11l KUHPerdata yang
mengatur tentang perikatan. Syarat sah perjangragaimana terdapat pada Pasal
1320 terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak
2. Cakap hukum

3. Suatu hal tertentu

4. Sebab yang legal

Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhkamzerlakulah ketentuan
Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan ‘Semua peafjagang dibuat secara sah berlaku

872



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 2, 2022

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatngalanjutnya dalam

pelaksanaannya berlaku ketentuan Pasal 1338 gyaarfayat (3) yang menyebutkan:

‘Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selagiengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang olééingrundang dinyatakan
cukup untuk itu’ dan

‘Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikakl
Apabila kita melihat proses terjadinya hubunganumulantara calon mahasiswa

dengan perguruan tinggi, khsusunya pada pergurimggitswasta, pada mulanya
diawali dengan penawaran dari perguruan tinggiatemtprogram pendidikan yang
dijalankannya. Penawaran tersebut tentunya diiklehgan penjelasan-penjelasan
tentang kurikulum, dosen pengajar, fasilitas belagapaian pembelajaran, dan nilai
akreditasi yang dimiliki oleh suatu program studpédrguruan tinggi pada saat itu yang
keseluruhan penjelasan tersebut pada umumnya didalam suatu brosur. Apabila
calon mahasiswa tertarik dengan penawaran dariupeyg tinggi, maka selanjutnya
mahasiswa mengisi formulir, membayar biaya-biayarmangikuti proses seleksi.

Apabila dari hasil seleksi calon mahasiswa dimh@menuhi persyaratan, maka
hubungan hukum mahasiswa dengan perguruan tinggilai. Terkait dengan janji-
janji dalam pra kontrak sebagiamana yang ada ddlawsur, terdapat perbedaan
pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwganginjpra kontrak yang
umumnya terdapat dalam brosur adalah satu kesateagan kontrak yang dibuat.
Pandangan ini bersandar bahwa suatu perjanjiars lolaksanakan dengan itikad baik,
artinya itikad baik itu sejak awal sudah menjadataukesatuan dalam suatu kontrak,
karena janji-janji yang terdapat dalam brosur gt@mawaran itulah yang menyebabkan
pihak lain tertarik dan menutup sebuah kontrak. &dara pandangan kedua
mengatakan bahwa janji-janji pra kontrak bukan mpakan bagian dari sebuah kontrak.
Pandangan ini mempertahankan argumentasinya badmagpak hanya berkewajiban
untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam &ansehingga apabila janji pra
kontrak tidak dimasukkan dalam klausul kontrak, angénji tersebut tidak wajib
dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan, karena jargi kontrak belum memenuhi syarat
sebuah kontrak khususnya terkait ‘suatu hal testesghingga belum dikategorikan
sebagai kontrak.

Di Indonesia hakim masih cenderung menganggap bgmigra kontrak tidak

termasuk sebagai prestasi yang harus dipenuhi. iklalterlihat dalam Putusan
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Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1984 dan beberagaspn lainnya. Namun
demikian yurisprudensi tersebut tidak menutup uplaylum berupa gugatan pihak-
pihak yang dinilai melakukan Perbuatan Melanggakutu (PMH)

Perlindungan M ahasiswa dalam Konteks Hukum Administrasi
Hukum administrasi sejatinya lahir atas reaksi addp kekuasaan raja yang

absolut, sehingga dengan banyaknya campur tangan penterif#am kehidupan
masyarakat diperlukan hukum administtasiiubungan hukum adminsitrasi dengan
hukum perdata adalah sebagai pengisi kekosongasughgang tidak dapat dipenuhi
oleh hukum perdata atau mengurangi berlakunya bBphehak yang timbul dari
ketentuan hukum perdataHubungan hukum mahasiswa dengan perguruan tinggi
dalam konteks hukum administrasi lahir dari pemafsibadan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pasal laaBgkJU PTUN yang
medefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negtah badan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan naergierundang-undangan yang
berlaku. Senada dengan definisi tersebut, Pasalgkaa3 Unang Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mekerdefinisi Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksarfiakgsi pemerintahan, baik di
lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negamyh. Sedangkan definisi dari
fungsi pemerintahan adalah fungsi melaksanakan rastnaisi pemerintahan yang
meliputi  fungsi pengaturan, pelayanan, pembangungmemberdayaan, dan

perlindungan. Hal tersebut senada dengan pendagrahiarts:

“Karena itu, apa dan siapa saja yang melaksanakaysif demikian, maka
pada saat ia berbuat tersebut menurut undang-undam@pat dianggap
sebagai suatu Badan atau Jabatan TUN atau pelaksasen permintahan
negara ini. Dengan demikian, apa saja dan siapa teggebut mungkin
sekali dan dapat tidak terbatas pada instansifgsst@smi yang berada
dalam lingkungan dan jajaran pemerintah saja. Mumggkali instansi yang
berada dalam lingkungan kekuasaan di luar lingkandgakuasaan
pemerintah, seperti Kesekretariatan Jenderal MPR/DPnhaupun

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal MahkaAgng, bahkan

3 M. Nata Saputraiukum Administrasi Negar&ajawali, Jakarta, 1988, h. 29

* Prajudi AtmosudirdjoHukum Administrasi Negar&halia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 24-25

® Indroharto,Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Usiha Negara, Buku |
Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Nedawataka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h.33.

® Indroharto,Op.Cit, h.70
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mungkin sekali suatu badan hukum perdata swastangorswasta,

universitas, rumah sakit, perusahaan angkutangetsitas swasta, yayasan
dan sebagainya yang dapat berdasarkan suatu peratloeri tugas untuk

melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.”

Dalam perspektif hukum administrasi, wewenang bebmr dari atribusi,
delegasi, dan mandat. Pada atribusi terjadi perbbemewenang permerintahan oleh
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,giedadelegasi adalah pelimpahan
kewenangan dari Pejabat Pemerintahan yang telahpereteh kewenangan atribusi
kepada Pejabat atau Badan Pemerintahan. IBerbeda dengan atribusi dan delegasi,
mandat hanyalah hubungan intern yang tidak mengttah pelimpahan atau
pemindahan wewenang yang telah ada, sehingga mdraigia dapat dikatakan
menjalankan wewenang untuk dan atas nama sertatatggung jawab pemberi
mandal. Dalam konteks PTS, Pasal 7 ayat (3) huruf e UKTDmemberi kewenangan
atribusi kepada Menteri untuk memberikan atau naumcazin penyelenggaraan
perguruan tinggi. Sejalan dengan ketentuan tersetbatam Pasal 60 ayat (2)
menyebutkan bahwa PTS didirikan oleh masyarakatgatenmembentuk badan
penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip airtddn wajib memperoleh izin
Menteri.

Berdasarkan kewenangan delegasi yang diperoleh &&nteri yang
bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggidapat dua penafsiran istilah
pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dp&guruan tinggi swasta,
pertama adalah penafsiran bahwa yang merupakabgpgjang melaksanakan urusan
pemerintahan adalah rektor. Hal ini terlihat daritBan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor 29/G/2014/PTUN.MDN dimana hakim mendasa bahwa rektor
selaku pemimpin universitas adalah pejabat yang@ksahakan urusan pemerintahan
dalam bidang pendidikan tanpa membahas status BBRM§ mengangkat rektor
sebagai pemimpin universitas. Putusan tersebutkdipe di tingkat banding dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No®/&/2015/PT.TUN-MDN serta
tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nd@biK/TUN/2015. Penafsiran
pertama seperti itu dilakukan apabila objek seragkgt adalah Keputusan Rektor

seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Tata UdSdbgara Medan Nomor

" Ibid. h. 91
8 Ibid. h. 93
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65/G/2015/PTUN-MDN atau keputusan Rektor terkaithasdsswa drop out juga
menjadi objek sengketa dalam Pengadilan Tata Uddbgara seperti putusan
N0.29/G/2014/PTUN-MDN jo 10/B/2015/PT.TUN-MDN jo 40 K/TUN/2015.

Putusan No0.6/G/2015/PTUN-TPI jo 200/B/2015/PT.TUNDN jo 195 K/TUN/2016

dan Putusan No. 87/G/2014/PTUN-JKT jo 346/B/2014IR®N.JKT jo 307

K/TUN/2015 jo 162 PK/TUN/2016

Hadjon menjelaskan dalam keputusan-keputusan/tamdékdakan Tata Usaha
Negara terdapat empat macam sifat norma hukurmarRemorma umum abstrak, kedua
norma individual konkrit ketiga norma umum konkrkeempat norma individual
abstrak® Dari keempat sifat norma hukum tersebut yang na@p norma hukum
Keputusan feschikkiny adalah individual konkri?

Penafsiran kedua menyebutkan bahwa yang berstetmga Pejabat Tata
Usaha Negara adalah Ketua BPPTS, disebabkan BRBAGdp sebagai badan hukum
publik karena melaksanakan sebagian fungsi dari eRBetah vyaitu sebagai
penyelenggara pendidikan. Penafsiran ini ada padas&n Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor 13/G/2013/P.TUN.MKS jo PutuBangadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar Nomor 09/B/2014/PT.TUN.MKS,Pptusan Mahkamah
Agung Nomor 310 K/TUN/2014, jo Putusan Mahkamah wWguNomor 120
PK/TUN/2015.

Dari dua penafsiran tersebut dapat muncul penafdiegu bahwa penentuan
siapa Pejabat Tata Usaha Negara ditentukan bekdastindakannya. Dalam artian
apabila tindakan tersebut memenuhi unsur penettgréulis ataubeschikkingmaka
sengketa yang terjadi atas penerbitan penetapaebtdr merupakan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara. Hadjon menyebutkaur sogatu penetepan tertulis atau
beschikking sebagai beriktt

penetapan tertulis;

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara,

tindakan hukum Tata Usaha Negara;

konkret, individual, final,

berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukushatpér

ogkrwndE

° Philipus M. Hadjonet al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesi€etakan kesepuluh,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 200&%.1

%1pid. h. 124

M philipus M. Hadjonet al, Op.Cith. 138
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Sedangkan Indroharto memberikan tambahan unsumu spabetapan atau
beschikking sebagai beriktf:

bentuk penetapan harus tertulis;

dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN;

berisi tindakan hukum TUN;

berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduserla

bersifat konkret, individual dan final,

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau biaalamm perdata.

oA WNE

Dengan mendasarkan bahwa Menteri memberikan delegaada BPPTS, dan
berdasarkan Pasal 67 UU DIKTI bahwa otonomi pergaioperguruan tinggi diatur
oleh BPPTS dalam statuta perguruan tinggi, makamgaan tentang apakah rektor
atau pimpinan BPPTS yang mendapat delegasi daritdvledapat terjawab dalam
kewenangan yang diatur dalam statuta. Dengan maliatuta dan peraturan-peraturan
internal di perguruan tinggi, maka akan terlihapsi memiliki kewenangan apa, dan
apakah kewenangan tersebut termasuk dalam tindakam Tata Usaha Negara.

Implikasi dari kesimpulan tersebut adalah bahwealbyd) Tata Usaha Negara
dalam suatu PTS dapat berlaku untuk siapa saja yaeqiliki kewenangan
berdasarkan ketentuan dalam statuta dan peratuemal PTS. Hal ini sejalan dengan
pendapat Indroharto yang juga menyimpulkan bahwapés saja dan apa saja yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangkiebokerwenang melaksanakan
suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapagghp berkedudukan sebagai
Badan atau Pejabat TUN’

Berdasarkan pada delegasi kewenangan yang dibeole&n menteri yang
membidangi pendidikan serta otonomi perguruan tinygag diatur dalam Undang-
Undang Dikti, maka telah jelas bahwa BPPTS merupdkadan Tata Usaha Negara
dengan batasan konteks ketika menjalankan sebagigsi pemerintahan, dalam hal
ini pendidikan, secara langsung. Artinya BPPTS ypada hakikatnya adalah badan
hukum privat, berubah menjadi badan hukum publikhakala sedang menjalankan
sebagian fungsi pemerintahan secara langsung lbekdaskewenangan delegasi dari
menteri dan otonomi perguruan tinggi. Sebagai dodl@am hal BPPTS mengangkat

dosen, mengangkat pimpinan perguruan tinggi, megigdn pejabat struktural

2 |ndrohartoOp.Cit, h. 163
2 bid. h. 166
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akademik, mengangkat tenaga kependidikan, dan dabagainya yang merupakan
tindakan langsung dalam konteks menjalankan sebagiagsi pemerintahan pada
perguruan tinggi, maka BPPTS merupakan Badan Ta&h& Negara. Sebaliknya,
dalam hal BPPTS membangun gedung, membeli perlpagk@enunjang, membeli
tanah, berinvestasi, dan lain sebagainya dalamekenperdata, maka BPPTS tetap
sebagai badan hukum privat. Pembedaan tersebutingajdumrah sebagaimana
pembedaan yang terjadi pada pengadaan barangsgeoigén pemerintah

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negar&NPT pada awalnya
hanya pada sengketa Keputusan Tata Usaha Negar&JN)KTtetapi dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20latarig Administrasi
Pemerintahan, maka PTUN juga berwenang menyelesaikgatanOnrechtmatige
Overheidsdaad yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Peraditaom.
Meskipun telah mengalami perluasan, tetap sajandatanteks mahasiswa yang
dirugikan oleh perguruan tinggi yang nilai akresiitprogram studi atau akreditasi
perguruan tingginya turun tidak mudah untuk dirukams Hal ini dikarenakan pada
umumnya penurunan nilai akreditasi tidak terjadny@a karena satu sebab, tetapi
dikarenakan akumulasi dari berbagai penurunan tegatitau mutu dari program studi
atau perguruan tinggi tersebut. Pengecualian @aiielnsebut adalah apabila penurunan
akreditasi disebabkan oleh satu hal, misalnya ss#agkntara yayasan dengan rektorat.
Tentunya hal tersebut lebih mudah untuk dirumusielragai penyebab turunnya nilai
akreditasi, atau bahkan muncul sanksi berupa pemalpefirogram studi atau perguruan

tinggi hingga pencabutan izin.

KESIMPULAN

Perguruan Tinggi bertanggung jawab terhadap kemugiang timbul akibat
turunnya nilai akreditasi program studi maupuniralkaeditasi perguruan tinggi selama
dapat dibuktikan bahwa terdapat kesalahan yanguliém oleh pengelola perguruan
tinggi atau adanya sengketa antara perguruan tohggjan yayasan. Mahasiswa yang

dirugikan dengan turunnya nilai akreditasi progrstadi atau perguruan tinggi dapat

14 Febby FajrurrahmahPenerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa PemeribadeSe
Sengketa Tata Usaha Negagaitnal Hukum Peraturiyolume 2, Nomor 2, Agustus 2019, h.210
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mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum mdPangadilan Negeri, atau

mengajukan gugata@nrechtmatige Overheidsdagéda PTUN.

SARAN
Perguruan tinggi harus mematuhi ketentuan dalanD8N'l dan diupayakan

untuk melampauinya agar terhindar dari pertanggwmgpan atas turunnya nilai

akreditasi program studi maupun akreditasi pergutinggi.
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